
BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR.42 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA
BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNCIAN PEMERINTAH

KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang     :

Mengingat     :

bahwa untuk melaksanakan  Ketentuan  Pasal  17  ayat  (2)
Peraturan   Pemerintah   Nomor  44  Tahun   2020   tentang
Pemberian   Gaji,  Pensiun,   Tunjangan   atau   Penghasilan
Ketiga  Belas  Tahun  2020  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil,
Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia,  Anggota  Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia,   Pegawai  Nonpegawai  Negeri
Sipil,   dan   Penerima   Pensiun   atau     'I\mjangan,   perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang  Petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas
Tahun  2020  Kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sanggau;

1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959 tentang Penetapan
Undang-Undang  Darurat  Nomor    3    Tahun  1953  tentang
Pembentukan  Daerah Tingkat 11  di  Kalimantan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  1953  Nomor  9)  sebagai
Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   1959   Nomor  ,72,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah   beberapa   kali  'diubah,   terakhir   dengan   Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2015  Norhor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   44   Tahun   2020   tentang
Pemberian   Gaji,  Pensiun,   Tunjangan   atau
Ketiga  Belas  Tahun  2020   Kepada  Pegawai %gnpasi'.ff
Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia,  Anggota  Kepolisian
Negara   Republik   Indonesia,   Pegawai   Nonpegawai   Negeri
Sipil,  dan  Penerima  Pensiun  atau    Tunjangan  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor    189,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6545);



4.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Nomor  11  Tahun
2019  tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

5.  Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran  2020,  sebagaimana telah  beberapa kali
diubah,   terakhir  dengan   Peraturan   Bupati   Nomor  37
Tahun 2020;

MEMUTUSRAN :

Menetapkan   :        PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PETUNJUK    TEKNIS
PELAKSANAAN  PEMBERIAN  GAJI  ATAU   PENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN  2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL     DI     LINGKUNGAN     PEMERINTAH     KABUPATEN
SANGGAU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.   Pemerintah  Daerah  adalah  bupati  sebagai  unsur  penyelenggara

pemerintahan    daerah    yang    memimpin    pelaksanaan    urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sanggau.

2.   Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai
negeri sipil di lingkungan Pemerintah kabupaten sanggau.

3.   Pejabat Negara adalah bupati dan wakil bupati.
4.   Perangkat  Daerah   adalah   unsur  pembantu  bupati   dan   dewan

perwakilan     rakyat    daerah     dalam     penyelenggaraan     urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sanggau.

5.   Surat Perintah  Membayar yang  selanjutnya disingkat  SPM  adalah
dokumen    yang    diterbitkan    oleh    pengguna    anggaran/kuasa
pengguna   anggaran   atau   pejabat   lain   yang   ditunjuk   untuk
mencairkan  dana  yang  bersumber  dari  daftar  isian  pelaksanaan
anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

6.   Surat  Perintah  Pencairan  Dana yang  selanjutnya  disingkat  SP2D
adalah  surat  yang  dipergunakan  untuk  mencairkan  dana  lewat
bank yang ditunjuk setelah surat perintah membayar  diterima oleh
kuasa bendahara umum daerah.

BAB 11
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASIIAN KETIGA BEIAS

Pasa] 2

(1)   Gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada:
a. PNS; dan
b. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia.

(2)   PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasukjuga:
a. PNS  yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
b. PNS yang dipekeriakan diluar instansi Pemerintah  Daerah yang

gajinya dibayar oleh Perangkat Daerah induknya;
c. PNS yang diberhentikan sementara;
d. PNS penerima uang tunggu; dan
e. calon PNS.



Pasal 3

Gaji atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:

a.   Pejabat Negara;
b.   anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.   PNS  yang  sedang  ditugaskan  diluar  instansi  pemerintah,  baik  di

dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi
tempat penugasan; dan

d.   PNS  yang  sedang  menjalani  cuti  diluar  tanggungan  negara  atau
yang diperbantukan diluar instansi pemerintah.

Pasal 4

(1)    Gaji  atau  penghasilan  ketiga  belas  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan sebesar penghasilan pada bulan
Juli Tahun 2020.

(2)    Dalam  hal  penghasilan  pada  bulan  Juli  sebagaimana  dimaksud
pada   ayat    (1)    belum   dibayarkan    sebesar   penghasilan   yang
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang
bersangkutan    tetap    diberikan    selisih    kekurangan    gaji    atau
penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

(1)    Gaji  atau  penghasilan  ketiga  belas  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal   4   ayat   (1)   meliputi  gaji  pokok,   tunjangan   keluarga  dan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2)    Tunjangan  jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri
atas:
a. tunjangan jabatan stmktural;
b. tunjangan jabatan fungsional; dan
c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(3)    Dalam   hal   PNS,   prajurit   tentara   nasional   indonesia,   anggota
kepolisiari negara republik indonesia , penerima pensiun, penerima
tunjangan,  ketua,  wakil ketua,  dan hakim pada semua peradilan,
star khusus  di  lingkungan  kementerian,  hakim  ad  hoe,  pimpinan
atau   pegawai   non-PNS   pada   lembaga   nonstruktural,   lembaga
penyiaran  publik  atau  badan  layanan  umum,  dan  pejabat  atau
pegawai   lainnya   non-PNS,   sekaligus   sebagai   penerima   pensiun
janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, maka diberikan
gaji,  pensiun,  tunjangan,  atau  penghasilan  ketiga  belas  sekaligus
pensiun  ketiga  belas  sebagai  penerima  pensiun janda/duda  atau
tunjangan ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/ duda.

(4)    Besaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan
lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)    Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak
penghasilan    sesuai   dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan dan ditanggung pemerintah.



Pasal 6

Terhadap  gaji  atau  penghasilan  ketiga  belas  dilakukan  pembulatan
sebagaimana mestinya.

BAB Ill
PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 7

(1)    Gaji  atau  penghasilan  ketiga  belas  untuk  PNS  dan  penerima  gaji
terusan  dari  PNS  yang  meninggal  dunia  dibayarkan  pada  bulan
A8ustus.

(2)    Dalam   hal   gaji   atau   penghasilan   ketiga   belas   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  belum  dapat  dilaksanakan,  pembayaran
dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 8
Gaji   atau   penghasilan    ketiga   belas   dibebankan    pada   anggaran
pendapatan  dan  belanja  daerah  Kabupaten  Sanggau  tahun  anggaran
2020.

Pasal 9
Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D gaji atau penghasilan ketiga
belas   dibuat   tersendiri   dan   terpisah   dengan   gaji   induknya   dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan  Bupati   ini  dengan   penempatannya  dalam   Berita  Daerah
Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Agustus 2020

BUPATI SANGGAU,

ITD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ITD

KUKUH TRryATMARA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 42

Pembina (IV/ a)
NIP.197703152005022002


